
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); ,. 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah ditetapkan bahwa Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas­ 
tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan PeratU:ran Walikota 
Makassar tentang Tata Cara Penunjukan Kuasa Pengguna 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA 
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN 
KERJAPERANGKATDAERAH 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoenesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kata Makassar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kata Makassar Nomor 7 Tahun 2013); 

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009). 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik -Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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Pasal 2 
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang 
mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
1. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 

Bagian Kesatu 
Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran 

BAB II 
MEKANISME PENUNJUKAN 

KUASA PENGOUNA ANGGARAN 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan se bagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi SKPD. 

5. Bendahara Pengeluaran adalah pej a bat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pad a SKPD. 

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 5 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, 
kewajiban dan wewenang sebagai berikut : 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak 

lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan; 
d. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang 

dipimpinnya; 

Bagian- Ketiga 
Tugas Dan Wewenang 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 4 
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam 

melak:sanakan tugas-tugasnya, dapat melimpahkan 
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada 
SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna 
barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/ atau 
pertimbangan objektif lainnya . 

. (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
diz;iaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota, atas usul Kepala SKPD melalui Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah. 

Bagian Kedua 
Pelimpahan Wewenang 

Pengguna Anggaran 
Komitmen sesuai 

bidang Pengadaan 

Pasal 3 
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, 
bertindak sebagai Pejabat Pembuat 
peraturan perundang-undangan di 
Barang/ Jasa 

J. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang 
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 

k. menyusun dan menyampaikan laporanan keuangan 
yang dipimpinnya; 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 
dipimpinnya; 

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
W alikota; dan 

n. bertangungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Walikota melalui sekretaris daerah. 
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Pcraturan Walikota 101 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kola Makassar. 

BABIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pasal 7 
Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekaligus bertindak 
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 

Pasal 6 
Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Kcpala SKPD selaku Pengguna 
Anggaran. 

e. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
pcjabai pengguna anggaran. 
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